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Menimbdg : bahwa untuk melaktuatf ketentu Pasal 15 Peratua
Bupati Nomor 30 Tanu 2011 tentdg Pedomd Teknis
Pengelolen Keudgd Badm Laymd Umum Daerah
Rumah SaLit Umum Daerah Cjmacd, pertu menetapke
Peraturu Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dd
Pemberhentlm Pejabat Pengelola Non Pegawai Nege.i Sipil
pada Badm Laymm Umum Daerah Ruman Sa&ii Umum
Daerah Cimacd;

Undang Unddg Nomo. 44 Talun 2009 tentang Rumah
Sar.it {tEmbdan Nesda Republik Indonesia Tanun 2009
Nomor 153, Tmbanm Lembed Negda Republik
Indonrsia Nomor 5072):

Undeg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Petuerintanm Daeran (Lembds Negda Republik
Indonesia Taiu 2014 Nomor 244. Tmbahan Lembarm
Ncgdd RcpJblik Indones a Nomor 5s87, sebaSaimda
telah beberapa kali diuban, terakhir dengo Undeg-
Unddg Nomor 9 Tanun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undmg-Undmg Nomor 23 Tanun 2014 tenteg
Pemeiintand Daeran Gf,mbss Negda Republik
Indonesia Talun 2015 Nombr 5a, Tamband lrmbaan
NesaE Republik lDdonesia Nomor 5679)i

Undmg-Undang Nomor 30 Tahu 2014 te.ta.g
Adminishasi Pemeriitaid (L€mbdm Negda Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tdbahd lembmn
Negea Republik Iidonesia Nomor 5601)j

Pe6turan Pemerintah Nomor 32 Tahu 1996 tentang
Tenaga Kesehatd (Lembdm Negda Republik lndonesia
Tahun 1996 Nomor 39, Tdband Lembard Neg a
Republfi Indonesia Nomor 36371:
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Peratur@ Pemerintalt Nomor 12 Tanun 2019 tentdg
Pengelolan Keudge Daerah (Lembaran Nesra
Republik Indonesia'Ianh 2019 Nooor 42, febahan
kmbd@ Negda Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tanun 2010 tentmg
Pengadm B mg/Jasa Peme.intah sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengm Pelaturd
Presiden Nomor 16 Tanun 2018 tenteg Pengad@
Barang/Jasa Pemerintah (Lehbarm Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 33)i

Peraturm Menteri Dalm Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tenteg Bade Layem UmM Derah (Be.ita Negda
Republik Indonesia TanuD 20 l8 Nomor 12 I3)i

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 20 Tahun 2016 tentmB
Tugas Pokok, Fungsi, Rincim Tugas .lan Tata (erja Unit
Orgaisasi di Lingkunge Ruhan Salit Utuutu Daeran
Saymg Kabupaten Ci@jur (Be.ita Daerah Kabupaten
Cieiur Tahun 2016 Nomor2l)l

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 30 Tahun 20 1 1 tentmg
Pedomd Teknis Pola Pengelolad Badm Umum Laydd
Daeran Bagi Rumal Sa*it Umum Cimacm Kelas D
(Berita Daerah KabupateD Cimjur Tanun 2011 Nomor
40)i

MEMUTUSKAN:

MenetapKd : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENCDLOLA NON
PEGAWAI NEOERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAI{T UMUM DAERAH CIMACAN,

BAB I

KMENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalm Peratura Bupati ini ymg dimaksud dengd:

1. Daeran Kabupaten selajutnya disebut Daeran adakn Daeran
Kabupaten cidjur.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten selmjutnya disebut Pemerintan
Daerah adalah Bupati sebasai ursur penyelenggda peme.intald
daerah yme memimpin pelaksmad urus@ pemeriEtaho y@g
menjadi kewendgm daerah otonom.

3. Bupati adaLan Bupati Cimjur.



4. Rumah Sakir Umum Daer.n Cimacan Xabupaten Ciejur rmg
selanjutnya disingkat RSUD Cimace adalah Rumah Sakit Umum
Daerah Cimacd Kelas C sebagai orgmisasi peregkai daeran berbentuk
Badan Layanan Umum Daerah ybg mempunyai fasilitas de
kemMpum pelayanan medik minimal dilaksanakan oleh 4 {empatl
spesialis medik dasd, 3 (tisa) spesiaris penunjang medik, serta tenasa-
iedaga spesialis lahtrya.

5. Badan Layean Umum Daeeh yang selmjutnya disingkat BLUD adalan
permgkat daerah atau unit keda perangkat daerah di lingkungan
Pemerintan Daercn ydg dibentuk untuk memberikan pelayanm kepada
masydal<at berupa penyediam barang dan jasa yes dijual tepa
mengutamakd mencari keuntunem dalm melal<u]{m kegiatdnya
didasdkm pada prinsip efisiensi dm produktivitas.

6. Pola Pengelolaan lleudgd Bad@ Layanan Umum Daerah ymg
selanjurnya disingkat PPK BLUD adalri pola pengelolae keudgan yang
memberikan llesibililas berupa keleluasaan untuk menerapkd praktek
praktek bisnis ydg sehat untuk meniqkatkm pelayand kepada
masytral{at dalam ranska memajukan kesejahterae unum dd
mencerdaskd kehidupd bangsa sebagai pengeoalian ddi ketentua
pengelol@n keuangan daerah pada umumnya,

7. Pegauqi Negen Sipil ymg seldjutnya disingkat PNS adalah walga
negara Indonesia yang meoenuhi syarat tertentu, dimgkat sebagai
Pegawai ASN secara tetap oL€h pejabat pembi.a kepegaeaian ultuk
menduduki jabatan pemerintaha.

a. Pejabat Pengelola adalan Pemimpin, Pejabat l&uasan dan Pejabat
'leknis Pengelola Ruman SaHt Umum Daerai Cidacan Kelas C
Kabupaten cimjur.

9. Pegawai Negen Sipil ydg selmjutnya disingkat PNS adalan pegawai
negeri yans gaji.ya dibebankan kepada mgsdm pendapatM da
belanja daeian dan bekerja pada pehe.intah daerah dan dipekerjakan di
luar instmsi in.luk.ya.

10. Pegawai Non Pegawaj Sipil Negda ymg seldjutnya disebut Pegawai Non
PNS adalah pegawai yang bukm berstatus pesami negen sipil atau
pensiunan PNS atau bulfr b.rstatus TNI/POLRI ymg dipekedal<an oleh
RSUD Sayang denge menerima upan/imbalan dalam bentuk 1ain.

BAB II

IIEDUDUKAN

Pasal 2

P.jabat Petrg€lola Non PNS berkedudukm sebagai pejabat penselola sesuai
dencan kedudukanya baik sebasai pemimpin, pejabat keuansan, aiau



BAB ]Ii

PE.JABA'T PENGELOI,A NON PNS

Bagim Keetu

Keweneg&

Pasal3

(1) Pejabat pengelola ydg berasal ddi non PNS dianekat dan diberhentikan
oleh Bupati s6uai densan masa jabatenya.

{2) Penganskaid pejabat penselola dilallkan melalui uji kelayakan dan
kepatutm ymg diLakukan oleh pditia seleksi yang dibentuk oleh

{3) Masa jabate pejabat pengelola non PNs adalan 4 (empat) tanun dan
dapat diperpanjang hanya untuk jangka w6ktu 4 (empat) tahun
be.ikutnya, kecuali telah mencapai batas usia sesuai dengan ketentuan
peraturm perundans-undansan.

Bagim Kedua

Persydatan

Pasal 4

Persydatu untuk dimgkat sebagai lejabat pengelola yang beiasal dari non

a. wdga negda Indonesia;

b. tidak pemah dihukum penjara alau kutunsm berdas km putusd
pengadilm ydg sudan mempunyai kekuate hukum tetap karena
melakukan suatu tindal(d pidma kejanatdi

c. tidat pena11 diberhentikm dengm tidaL homat sebagai PNS atau tidak
prnah .tiberhentika. dengan tidak homat sebagai pegawai swasla;

d. mempunyoj pendidikm serendah rendahnya s1/D4;

e, berusia paling rendan 35 tahun dd paling tbggi 60 tanun pada saar
seleksi penerimaan;

t menpunyai kecakapan, keahlid, dd kelermpile sesuai denge posisi
jabatm yaoe diperlukani

C. berkelakum baik yang dibuktikan dengan SEat KeteregaD Catatan
K€polisian (sKc4;

h. sehat jasmani dan rchani yang dibuktik@ dcngan surat ketermsan
sehat d i dokter instmsi pemerintrni

i. iidak berkedudukan sebagai anggoia dan/atau pengurus partai politik
tertentu ymg dibuktikm dengm surat pemyataMj
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j. lulus uji kelayakd dd kepatutanj dan

k, sydat dm ketentuan lebih lanjut ienrdg persydatd Pejabat Pengeiola
ditentuke oleh pmitia seleksi,

Bagian Ketiga

Pemberhentid

Pasal5

(1) Pejabat Pengelola Non PNS diberhentikan dengm homat kena:
a. meninggal duniai
b. atas permintaan diri sendiri;
c. oencaPai batas usia 65 tanun;
d. F€.ampingd orgmisasi RSUD;

e. tidal{ mampu mengelola RSUD densm baiki
t tidak cakap jasmani atau rohani sehin8ga tidal{ dapat menjalankan

kewajibm sebasai Pejabat Penselola non PNS; dm
g. tidal< tersedia mggtrd untuk memberikd nalkan kepada pejabat

(2) Pejabat Pengelola Non PNS dapat diberhentikd dengan hormat tidak
atas pemintaa sendiri atau tidak dengh tidal hormat karena:

a. dihukum penjra atau kurungd berdasarkan putusm penAadilm
yang tebn mempunyai kekuatan hukum yang retap karena
melakukan tindal{ pidma kejanatm yang ancman hukudan empat
tahun atau Iebihj atau

b. @elakukm peldggde disiplin Pejabat Peogelola non PNS tingkat

c, melakukan penyeLewengan terhadap ideologi nega.a, Pan.asila,
Undang-undang Dasd Negtua RepubLik Indonesia Tahun 1945 atau
terlibat dale kegiatan yang menentang negda da pemerintah.

BAB XVIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pembinad dm pengawasd Pejabat Pengeiola Non PNS dilakuka oleh
Dinas Kesehatan dd perdgkat daeran terkait sesuai dengd



6

BAB )OCI

KETENTUAN PENUTUP

Prsal 67

Peratu.d Bupati ini mulai berlaku pada toggal diundangkan.
Agd setiap ordg mengetanuinya, memerintahkan pengundangan Peraturm
Bupati idi dengu penempatdoya dalam Berita Daeran (abupaten Cidjur.

Diterapkm di cjmju
pada tmgeai 26 Met 2021
P]t, BUPATI CIANJUR,

HERMAN SI'HERMAN

Diudesko di Cidju
pada tanggal 26 Mtret 2021

DAERAH,

gERITA DAERAII (AIIUPATEN CIANJUR AAI]UN 2O2] NOMOR 20


